
 
 
  

    PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG 
 

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 
 

NOMOR  8  TAHUN 2012 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011  
TENTANG PAJAK DAERAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA TANJUNGPINANG, 

 

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 117 Peraturan Daerah Kota 

Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, 

menyebutkan bahwa pemungutan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan Peraturan 

Daerah ini, dimulai dilaksanakan 1 Januari 2014; 

b. bahwa dengan telah disiapkan Aspek Sumber Daya 

Manusia, Standar Operasional Pelayanan, sarana dan 

prasarana serta SOTK untuk penyelenggaraan Pajak Bumi 

dan Bangunan, maka Pemerintah Daerah memandang perlu 

mempercepat pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan 

menjadi urusan Pemerintah Kota Tanjungpinang; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a,huruf b 

dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3259);  

 

 

 

 

 



2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir  dengan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor  85, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4740 ); 

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 

Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 42 ,Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3684) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang 

Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan 

Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3987); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan 

Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4112); 

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan 

Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4189); 

6. Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor  10  Tahun  2004 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4389); 

 

 

 

 



8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

 

 

 

 

 

 



14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis 

Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala 

Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5179); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 
 

dan 
 

WALIKOTA TANJUNGPINANG 
 
 
 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG 
PAJAK DAERAH. 

 
   Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2011 Nomor 2) 

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

1. Diantara Bab XV dan Bab XVI disisipkan 1 (satu) Bab yaitu Bab XVA 

sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

”BAB XVA 
TATA CARA PENGURANGAN, 

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK 
                                       Pasal 98A 
 

(1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan 

pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak. 

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.” 

 

 

 

 



2. Ketentuan Pasal 117 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

“Pasal 117 
 

Pemungutan PBB Perdesaan dan Perkotaan berdasarkan Peraturan Daerah 

ini, mulai dilaksanakan 1 Januari 2013.” 

 

  Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota 

Tanjungpinang. 

 

Ditetapkan di Tanjungpinang 

pada tanggal  3  April  2012 

  WALIKOTA TANJUNGPINANG, 

               ttd       

 SURYATATI A. MANAN 

Diundangkan di Tanjungpinang  

pada tanggal  3  April  2012 

  SEKRETARIS DAERAH 
 KOTA TANJUNGPINANG, 
 

         ttd      
 
    TENGKU DAHLAN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LEMBARAN  DAERAH  KOTA  TANJUNGPINANG  TAHUN  2012  NOMOR  8 
 

 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA 

KABAG HUKUM DAN HAM 
SETDAKO TANJUNGPINANG 

 

 
 

HERMAN SUPRIJANTO, SH 
                                       PEMBINA 
                                             NIP. 19680124 199401 1 001 

 
 


